PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 95 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN
NOVOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOVAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG JASA PEMERI NTAH

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a.

Mengi
1.

bahwa dal am rangka neni ngkat kan deraj at kesehatan nasyar akat
nmel al ui pengadaan obat dan alat kesehatan perlu didukung
j am nan ket ersedi aan obat generi k dan al at kesehat an;

bahwa untuk nenpercepat pengadaan dan pendi stribusian bahan
dan obat generi k sebagai nana di maksud pada huruf a, dipandang
perlu segera nenetapkan penyedia Dbarang/jasa nelalu

penunj ukan | angsung dengan tetap nengacu pada kai dah-kai dah
yang berl aku dal am pedoman pel aksanaan pengadaan barang/j asa
Perer i nt ah;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud pada
huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nonor 80
Tahun 2003 tentang Pedonman Pel aksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Perer i nt ah;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nonmor 100, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonmor 3495);

Undang- Undang Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4355);
Undang- Undang Nonor 15 Tahun 2004 tentang Peneriksaan
Pengel ol aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 66, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonmor 4400);

Peraturan Penerintah Nonor 72 Tahun 1998 tentang Pengananan
Sedi aan Farmasi Dan Al at Kesehatan (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1998 Nonor 138, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3781);

Keputusan Presiden Nonmor 80 Tahun 2003 tentang Pedonman
Pel aksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Penerintah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2003 Nonmor 120, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik Indonesia Nonor 4330) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor
85 Tahun 2006;



VEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
PRESI DEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOVAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG JASA PEMERI NTAH.

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Keput usan Presi den Nonor 80 Tahun 2003
tent ang Pedonan Pel aksanaan Pengadaan Bar ang/ Jasa Peneri ntah
(Lenmbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2003 Nonor 120, Tambahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 4330) sebagai mana tel ah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 85
Tahun 2006, di ubah sebagai berikut :
1. Penj el asan Pasal 17 ayat (5) diubah, sehingga kesel uruhan
Penj el asan Pasal 17 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 17

Ayat (1)
Cukup j el as

Ayat (2)
Pengununman pem | ihan penyedia barang/jasa harus dapat
menberi kan informasi secara luas kepada nasyarakat
dunia usaha baik pengusaha daerah setenpat naupun
pengusaha daerah | ai nnya.
Pengunmunman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut,
selain dilakukan nel al ui surat kabar sebagai nana
di maksud pada ayat ini, diupayakan pula nelalui website
pengadaan nasi onal

Ayat (3)
Pengunmunman pem | i han penyedi a barang/jasa dengan mnetode
pel el angan terbatas, selain diununkan secara |uas
mel al ui surat kabar sebagai mana di maksud pada ayat ini,
di upayakan pul a nel al ui website pengadaan.

Ayat (4)
Cukup j el as
Ayat (5)

Yang di maksud dal am keadaan tertentu adal ah :

a. penanganan dar ur at unt uk pert ahanan negar a,
keamanan dan kesel amat an masyar akat yang
pel aksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau
har us di | akukan  segera, t er masuk penanganan

darurat aki bat bencana al am serta tindakan darurat
unt uk pencegahan bencana dan/atau ker usakan
i nfrastruktur yang apabi | a ti dak segera
di | aksanakan di pasti kan dapat menbahayakan
kesel amat an nmasyar akat .
Pekerjaan sebagai kel anjutan dari tindakan darurat
di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan
tata cara pengadaan barang/jasa sebagai mana di atur
di dal am Peraturan Presiden ini; dan/atau

b. pekerjaan yang perlu dirahasi akan yang nenyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan



ol eh Presiden; dan/atau

pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai

maksi mum Rp50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah),

dengan ket ent uan

1) unt uk keperluan sendiri; dan/atau

2) t eknol ogi seder hana; dan/atau

3) risiko kecil; dan/atau

4) di | aksanakan ol eh penyedi a barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha keci
t ermasuk koperasi kecil; dan/atau

pekerjaan yang hanya dapat dil akukan ol eh penegang

hakpaten atau pihak yang telah nendapat ijin;

dan/ at au

pekerjaan pengadaan barang dan pendi stribusian

| ogistik pem|ihan Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a

Daerah yang penanganannya nenerlukan pel aksanaan

secara cepat dal am rangka penyel enggar aan

pem | i han Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

yang di sel enggarakan sanpai dengan bul an Juli 2005

ber dasar kan perat uran perundang- undangan.

Pekerj aan t er sebut mel i puti pengadaan dan

pendi stribusian surat suara, kartu pemlih beserta

per |l engkapan |ainnya untuk pelaksanaan pemlihan

Kepal a Daerah dan Wakil Kepal a Daerah; dan/ atau

pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya

mener | ukan pel aksanaan secara cepat dalam rangka
rehabi | i tasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dan Kepulauan N as Provinsi

Sumatera Utara yang dil aksanakan ol eh Badan

Rehabi | i t asi dan Rekonst r uksi W | ayah dan

Kehi dupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepul auan

Ni as Provinsi Sumatera Ut ara.

Pekerjaan tersebut neliputi:

1) pekerjaan pengadaan perunahan, yang waktu
pel aksanaan pengadaannya dil akukan sebel um 31
Desenber 2006;

2) pekerj aan yang di | akukan dal am rangka
nmener uskan pekerjaan pengadaan perumahan yang
ti dak dil aksanakan ol eh penberi hibah sesua
dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan
oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
yang penyel esai an pekerj aannya perl u
di | aksanakan secara cepat paling lam 1
(satu) tahun setelah penberi hibah tidak
manpu nel aksanakan kewaj i bannya; dan/ atau

pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian

| ogistik pem|ihan Kepala Daerah dan Wakil Kepal a

Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am yang

penanganannya menerl ukan pel aksanaan secara cepat

dal am rangka penyel enggaraan pemlihan Kepal a

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan

kabupat en/ kota yang di sel enggarakan sanpai dengan

bul an Desenber 2006 ber dasar kan per at ur an
per undang- undangan.



Pekerjaan tersebut neliputi pengadaan Kartu Tanda
Penduduk, pengadaan dan pendi stribusian surat
suara, kartu pemlih beserta perlengkapan | ainnya

unt uk
Waki |

pel aksanaan pemlihan Kepala Daerah dan
Kepal a Daer ah

Yang di maksud dal am keadaan khusus adal ah:

a.

b.

pekerj aan berdasarkan tarif resm yang
di t et apkan penerintah; atau

pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat
di | aksanakan ol eh satu penyedia barang/jasa,
pabri kan, penegang hak paten; atau

mer upakan hasil produksi usaha kecil atau
koperasi kecil atau pengrajin industri Kkeci
yang telah nenpunyai pasar dan harga yang
relatif stabil; atau

pekerjaan yang konpleks yang hanya dapat
di | aksanakan dengan penggunaan teknol ogi
khusus dan/atau hanya ada satu penyedia
barang/jasa yang manpu nengaplikasi kannya;
at au

pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan
obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka
menj am n ket ersedi aan obat untuk pel aksanaan

peni ngkat an pel ayanan kesehat an kepada
masyarakat yang jenis, jum ah dan harganya
tel ah di t et apkan ol eh Ment eri yang

bertanggung j awab di bi dang kesehat an. "

2. Lanpiran | Bab | huruf C.I.a.4) diubah, sehingga kesel uruhan
angka 4) berbunyi sebagai beri kut

"4) Penunj ukan
kriteria sebagai beri kut

menenuhi

| angsung  dapat di | aksanakan dalam hal

a) Keadaan tertentu, yaitu:

(1)

(2)

(3)

(4)

penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan kesel anmatan nasyarakat yang
pel aksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda,
at au har us di | akukan seger a, t er masuk
penanganan  darur at aki bat bencana al am
dan/ at au

pekerjaan yang perlu dirahasi akan yang
menyangkut pertahanan dan keanmanan negara
yang dit et apkan ol eh Presiden; dan/atau
pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai
maksi mum Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta
rupi ah), dengan ket entuan:

(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau

(b) teknol ogi sederhana; dan/atau

(c) risiko kecil; dan/atau

(d) dilaksanakan ol eh penyedia barang/jasa
usaha orang perseorangan dan/atau badan
usaha kecil termasuk koperasi kecil
dan/ at au

pekerj aan pengadaan bar ang dan

pendi stribusian logistik pemlihan Kepala



b)

(5)

(6)

Daer ah dan VaKki | Kepal a Daer ah yang
penanganannya menerl ukan pel aksanaan secara
cepat dal am rangka penyel enggaraan pemlihan
Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
di sel enggar akan sampai dengan bul an Juli 2005
ber dasar kan per at ur an per undang- undangan;
dan/ at au

pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang
penanganannya menerl ukan pel aksanaan secara
cepat dal am rangka rehabi | i t asi dan
r ekonst r uksi di Pr ovi nsi Nanggroe  Aceh
Darussal am dan Kepul auan Ni as Pr ovi nsi
Sumatera Utara yang dil aksanakan ol eh Badan
Rehabi litasi dan Rekonstruksi W/l ayah dan
Kehi dupan Masyar akat Pr ovi nsi NAD dan
Kepul auan N as Provinsi Sumatera Ut ara.

Pekerjaan sebagai mana di maksud dalam angka

(5) neliputi

a. pekerjaan pengadaan perunahan, yang
wakt u pel aksanaan pengadaannya dil akukan
sebel um 31 Desenber 2006;

b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
mener uskan pekerjaan pengadaan perunahan
yang tidak dilaksanakan ol eh penberi
hi bah sesuai dengan tenggat waktu yang
tel ah ditetapkan ol eh Badan Rehabil it asi
dan  Rekonstruksi, yang penyel esai an
pekerjaannya perlu dilaksanakan secara
cepat paling lama 1 (satu) tahun setel ah
penberi hibah tidak manpu nel aksanakan
kewaj i bannya; dan/ at au

Peker | aan pengadaan bar ang dan

pendi stribusian logistik pemlihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya

nmener | ukan pel aksanaan secara cepat dal am

rangka penyel enggar aan pem | i han Kepal a

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan

kabupat en/ kota yang disel enggarakan sanpa

dengan bul an Desenber 2006  berdasar kan
per at uran per undangundangan.

Pekerjaan tersebut neliputi pengadaan Kartu

Tanda Penduduk, pengadaan dan pendi stri busi an

sur at suar a, kartu pem|lih beserta

per | engkapan | ai nnya unt uk pel aksanaan

pem |ihan Kepala Daerah dan Wkil Kepal a

Daer ah.

Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

(1)
(2)

Peker | aan berdasarkan tarif resm yang
di t et apkan penerintah; atau

Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat
di | aksanakan ol eh satu penyedia barang/|jasa,
pabri kan, penmegang hak paten; atau



(3)

(4)

(5)

Per at ur an Presi den

Merupakan hasil produksi usaha kecil atau
koperasi kecil atau pengrajin industri Kkeci
yang telah nenpunyai pasar dan harga yang
relatif stabil; atau

Pekerjaan yang konpleks yang hanya dapat
di | aksanakan dengan penggunaan teknol ogi
khusus dan/atau hanya ada satu penyedia
barang/jasa yang manpu nengaplikasi kannya;
at au

Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan
obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka
menj am n ket ersedi aan obat untuk pel aksanaan

peni ngkat an pel ayanan kesehat an kepada
masyarakat yang jenis, jum ah dan harganya
tel ah di t et apkan ol eh Ment eri yang

bertanggung j awab di bi dang kesehatan. "

Pasal ||

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Okt ober 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



